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IMPLEMENTASI PERDA NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA SAMARINDA
Muhammad Asri

Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Di Kota Samarinda. Penelitian ini di laksanakan di Dinas Sosial Kota Samarinda. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan  dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda belum cukup optimal. hal ini dapat dilihat dari kegiatan Dinas Sosial dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum berjalan dengan konsisten dan menyeluruh sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Perda tersebut, sumberdaya manusia di Dinas Sosial sudah memadai dapat dilihat dari sebagian besar staf/pegawai yang memiliki jenjang pendidikan S1 dan S2 serta Dinas Sosial juga aktif mengikuti pelatihan, sumberdaya kewenangan digunakan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial kepada instansi teknis terkait guna membantu kerja dari Dinas Sosial, namun karena terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki Dinas Sosial sehingga berimplikasi terhadap kinerja Dinas Sosial, sumberdaya lainnya yang menjadi penunjang keberhasilan Perda yaitu sarana dan prasarana  yang masih belum maksimal, dan belum terpasangnya CCTV di 15 titik simpangan yang sudah dicanangkan. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah tersebut, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan konsisten, untuk mewujudkannya di butuhkan kerjasama setiap elemen masyarakat, sumberdaya finansial (anggaran) baiknya di anggarkan khusus untuk Dinas Sosial agar sumberdaya sarana dan prasarana penunjang juga dapat di anggarkan untuk menutupi kekurangan fasilitas yang dimiliki Dinas Sosial saat ini.
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Pendahuluan
Di kota Samarinda, fenomena mengenai anjal sendiri sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama, permasalahan utama dari maraknya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di kota samarinda adalah karena arus urbanisasi,  pembangunan yang tidak merata, kemiskinan dan faktor pendidikan yang tidak merata antara kota besar dan daerah atau desa kecil, khususnya Kota Samarinda dengan daerah lainnya. Seiring semakin besarnya pertumbuhan ekonomi regional kota Samarinda sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan timur menjadi daerah yang “subur” bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia dan peluang berusaha di Kota Samarinda ternyata tidak mampu menampung pelaku-pelaku urbanisasi karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki di daerah asal karena masalah pendidikan yang tidak mendukung baik dari fasilitas sampai tenaga pengajarnya sehingga mereka yang melakukan urbanisasi tidak memiliki keterampilan tertentu yang dibutuhkan dan sengaja untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan pengemis. Akibatnya, mereka yang dengan sengaja  menjadi Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis (Gepeng), akan semakin menjadi ”sosok” yang sangat tidak dibutuhkan karena dirasakan mengganggu ketertiban dan keamanan di jalanan termasuk dibeberapa permukiman. 

Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang pemerintah daerah kota samarinda membuat kebijakan untuk mengatasi masalah sosial anak jalanan, pengemis dan gelandagan dengan mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 2002 yang kemudian di revisi menjadi Perda No. 7 Tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 34, negara mengamanatkan kepada pemerintah agar mampu mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.  Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan ini ialah dengan mengeluarkan Perda No 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan Di Kota Samarinda. Dalam perda tersebut pasal 5  dan pasal 6 mengatur tentang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pada ayat (1) pasal 5  menjelaskan bahwa pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan dan gelandangan dilakukan melalui ; a. pembinaan pencegahan; b. pembinaan lanjutan; c. rehabilitasi sosial. Ayat (2) menjelaskan bahwa pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi: a. pendataan; b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan; c. sosialisasi. Ayat (3) menjelaskan pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. pendekatan awal; b. pengungkapan masalah; c. pendampingan sosial dan penjangkauan; d. perlindungan; e. penampungan sementara; f. rujukan; dan g. pengendalian sewaktu-waktu. Ayat (4) pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan melalui kegiatan monitoring dan evakuasi. Ayat (5) rehabilitai sosial seagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan system panti dan/atau diluar panti. Ayat (6) diluar panti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan pembinaan melalui keluarga. Ayat (7) tata cara pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. Pasal 6 ayat (1)  kegiatan pemberdayaan pengemis, anjal dan gelandangan dilaksanakan melalui: a. pelatihan kewirausahaan; b. pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga; c. pembentukan kelompok usahan bersama; d. pengembangan kelompok usaha bersama;dan e. pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif. Ayat (2) kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. ( Sumber : Perda No. 7 Tahun 2017 )
Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kota samarinda, Dinas sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sesuai fungsinya sebagai perumus, penetap, dan pelaksana kebijakan di bidang sosial, dinas sosial memliki tugas untuk merumuskan, menyusun perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum kesejahteraan sosial sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum Daerah. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori
Kebijakan Publik
Menurut Jenkin dalam Suaib (2016:74) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang di ambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Kemudian menurut Nugroho dalam Mulyadi (2015:165) mengemukakan kebijakan publik adalah suatu pencapain tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah di tempuh.

Sedangkan menurut Dye dalam Mulyadi (2015:36) kebijakan publik adalah “Whatever Governments choose to do  or not to do”.(apapun yang dipilih pemerintah umtuk dilakukan atau tidak dilakukan) definisi ini menjelaskan bahwa  Kebijakan Publik adalah mengenai “tindakan” dan bukan semata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik atau segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, jadi dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan sistem politik yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan segala persoalan publik. Artinya kebijakan publik diputuskan/disetujui oleh pemerintah sebagai sistem politik yang diberikan mandat oleh rakyat dalam usaha menjalankan segala yang menjadi keinginan dari rakyat terutama dalam hal penyelesaian suatu masalah yang ditimbul atau yang sedang berkembang di masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah tidak selamanya dapat diterapkan atau dilaksanakan dalam masyarakat karena kondisi dan suatu hal yang dapat memaksa kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan dalam masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sebatier dalam Wahab (2012:135) implementasi kebijakan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
Selanjutnya menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015:57) merumuskan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapakan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Senada dengan itu kemudian menurut Wahab dalam Tahir (2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. 

Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda

Pembinaan

Menurut Perda No 7 Tahun 2017, Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat untuk mengatasi masalah pengemis, anak jalanan, dan gelandangan supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar kemanusiaan

Menurut Perda No 7 Tahun 2017, Pembinaan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah meluasnya pengemis, anak jalanan, dan gelandangan untuk mewujudkan ketertiban ditempat umum.

Pengemis

Menurut Perda No 7 Tahun 2017, Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dijalan dan atau tempat umum dengan berbagai alas an untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Pasal 1 angka 2 PP 31/1980)

Berdasarkan Permensos No.8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosialdan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain

Anak Jalanan

Menurut Perda No 7 Tahun 2017, Anak Jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang mengabiskan sebahagian besar hidupnya untuk mencari nafkah dan berkeliaran dijalanan maupun di tempat umum. 

Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor udaya yang membuat mereka turun ke jalan.

UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu street child are those who abandoned their homes, school and immediate communist before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life. Berdasarkan hal tersebut, maka anaka jalanan adalah anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehiduan berpindah-pindah di jalan raya, merekalah yang di sebut sebagai anak jalanan.

Hal serupa juga di ungkapkan Utoyo dalam Munawir dan Gunarhadi (2003:7) yang menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang yang waktunya sebagian besar di habiskan di jalan, mencari uang dan berkeliaran di jalanan dan tempat-tempat umum lainnya yang usianya 7 sampai 15 tahun.

Anak jalanan menurut Arfin (2007:26) bahwa pengertian secara baku tentang anak jalanan belum ada, tetapi apabila dilihat dari ciri kerja dan sasaran perbuatannya serta usia, prilaku, maka dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan anak jalanan adalah sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir serta pelaku sehari-hari yang cenderung menyimpang dari aturan atau ketentuan yang berlaku.

Gelandangan

Gelandangan menurut Perda No 7 tahun 2017 adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.

Menurut Suparlan (1993 : 179) Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannyadi kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup,keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang.Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap,terutamanya di sektor informal, semisal pemulung, pengamen danpengemis.

Menurut Miftachul Huda (2009 : 29) Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal. 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang menjalankan hidupnya dalam lingkungan masyarakt dengan keadaan hidup yang tidak normal atau strata sosialnya rendah serta mengembara untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal dimanapun.

Metode Penelitian
Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. “jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu”. (Kriyantono,2010:69). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berprilaku yang dapat diamati. 
Hasil Penelitian

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan atau proses dari kebijakan publik yang harus dipersiapkan secara terstruktur dan matang agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda, berikut ini penulis membahas hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang penulis tetapkan sebagai berikut :

Komunikasi 


Komunikasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi dapat berjalan dengan baik jika pelaksana kebijakan atau implementor mengetahui apa  yang harus di lakukan agar kebijakan bisa di transmisikan atau disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten kepada kelompok sasaran. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang terdiri dari 3 aspek yaitu transmisi, kejelasan (clarity) dan konsistensi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda, penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda yaitu Bapak Ridwan Tasa sebagai key informan penulis, kemudian Bapak Saryata selaku Kasi Rehabilitasi Anak, Keluarga dan Lanjut Usia di Kota Samarinda, selain itu juga untuk memperoleh perbandingan dari implementor penulis juga mewawancarai kolompok sasaran yaitu masyarakat, anak jalanan dan pengemis di kota samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat diidentifikasikan bahwa dalam melakukan sosialisasi Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Pengemis dan Gelandangan di Kota Samarinda masih belum berjalan dengan baik . Proses komunikasi atau transmisi dalam mensosialisasikan Perda yang dilakukan implementor kepada target sasaran dalam hal ini Dinas Sosial kepada masyarakat belum berjalan dengan konsisten sehingga keinginan Peraturan Daerah tersebut belum berjalan dengan baik karena belum adanya sinergitas dari pemangku kebijakan dengan peran masyarakat sehingga program yang dilaksanakan belum dapat tercapai dengan maksimal.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edward III dalam Indiahono (2009:31)  mengatakan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
Sumberdaya

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sarana dan prasarana serta sumberdaya kewenangan. Sumberdaya mempunyai peranan penitng dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan suatu kebijakan jika dari sisi pelakasana kebijakan kurang mempunyai sumberdaya untuk melakukan implementasi maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya manusia meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, dalam hal ini impelemntasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumberdaya anggota. Selain itu, di butuhkan juga sumberdaya finansial untuk membiayai operasional implementasi tersebut. Kemudian untuk meyakinkan bahwa kebijakan yang di implementasikan berjalan sesuai dengan yang di inginkan maka di butuhkan fasilitas atau sarana dan prasarana  untuk mengoperasionalisasikan suatu kebijakan dan kemudian sumberdaya wewenang yang diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dikehendaki pembuat kebijakan. Apabila sumber-sumber tersebut kurang mencukupi berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dengan maksimal dan peraturan-peraturan yang layak tidak dapat dikembangkan.


Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda, belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan minimnya sumberdaya finansial karena terbatasnya APBD Kota Samarinda sehingga berimplikasi kepada tidak adanya anggaran untuk Dinas Sosial  Kota Samarinda, selain itu  fasilitas pendukung sarana dan prasarana masih kurang memadai.

Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Edward III (dalam Indiahono 2009:31) bahwa  demi menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya sumberdaya manusia saja tetapi semua bentuk sumberdaya seperti sumberdaya finansial dan juga sumberdaya sarana dan prasarana yang semuanya merupakan penunjang keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, tidak terkecuali dengan Implementasi Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembinaan terhdap Pengemis, Anak Jalanan dan Gandangan di Kota Samarinda. 
Disposisi 

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan variable ketiga dalam Implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31) bahwa disposisi merujuk kepada karakteristik yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, dan komitmen, Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Implementor yang  memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan, Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda, didapati bahwa Dinas Sosial yang di bantu oleh dinas terkait lainnya mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkan perda tersebut. Walaupun dengan keterbatasan sumberdaya finansial yang dimiliki tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variable terakhir dalam implementasi yang di kemukakan oleh Edward III. Struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek-aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah memiliki prosedur operasi yang paling standar Standard Operational Procedur (SOP) dan fragmentasi. Dengan menggunaka SOP, para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar sementara itu fragmentasi mensyaratkan pembagian kerja atau wewenang dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda dilakukan sesuai dengan Standard Operational Procedur (SOP) yang dimiliki Dinas Sosial Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan perda tersbut Dinas Sosial berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas tekait dan instansi teknis lainnya sesuai dengan SOP Dinas Sosial sebagai acuan kerja. Di dalam SOP penanganan anak jalanan pada bagian ke II staf pelayanan rehabilitasi kesejahteraan anak, keluarga, dan lanjut usia di bagian 1 sampai 5 menjelaskan mengenai tugas-tugas setiap instansi yang diberi kewenangan dalam membantu melaksanakan kebijakan sehingga meminimalisir gagalnya komunikasi. hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Edward III (dalam Indiahono 2009:31) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dalam struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak terkait dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan 

1. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tentang pembinaan terhadap pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda, Dinas Sosial belum cukup maksimal dalam pelaksanakannya, hal itu dapat dilihat dari kegiatan Dinas Soisal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Samarinda yang belum berjalan dengan konsisten dan menyeluruh, sehingga berdampak kepada minimnya pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah tersebut. 

2. Sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kota Samarinda dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sudah memadai, hal itu dapat dilihat dari staf/pegawai yang sebagian besar mempunyai jenjang pendidikan S1 dan S2, selain itu Dinas Sosial juga aktif mengirim pegawainya untuk mengikuti pelatihan. selain itu, sumberdaya kewenangan Dinas Sosial Kota Samarinda guna mewujudkan keberhasilan perda tersebut digunakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial kepada instansi teknis seperti Satpol PP atau Polisi dalam membantu menjaring dan mendata anak jalanan pengemis dan gelandangan di Kota Samarinda. Namun demikian dalam Implementasi Perda tersebut anggaran yang tersedia sangat terbatas sehingga berimplikasi terhadap kinerja Dinas Sosial, tetapi dalam pelaksanaannya Dinas Sosial bekerjasama dengan beberapa instansi untuk mendukung Perda tersebut, Seperti Bank Kaltimtara dan Pemerintah Kota Samarinda, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial masih belum lengkap, Dinas Sosial hanya memiliki panti sosial yang juga merupakan pusat rehabilitasi sosial dan pusat pendidikan dan pelatihan.

3. Para implementor khususnya dalam hal ini Dinas Sosial Kota Samarinda juga mempunyai komitmen yang tinggi yang dibangun bersama dinas terkait yang mendukung Implementasi Perda tersebut dan juga bersama instansi teknis lainnya untuk mewujudkan Samarinda bebas anak jalanan pengemis dan gelandangan sesuai dengan Perda tersebut.

4. Mengenai Struktur Birokrasi Dinas Sosial Kota Samarinda, menurut penulis sudah berjalan dengan baik karena struktur birokrasi telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesesuai dengan acuan Standard Operational Procedur (SOP).

5. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda:

6. Sosialisasi dari implementor kepada masyarakat belum tersalurkan dengan baik dan konsisten, hal tersebut membuat kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat kurang memahami tujuan dari Perda tersebut, selain itu minimnya anggaran dari Dinas Sosial juga mempengaruhi kelancaran dari proses pelaksanaan kebijakan ditambah dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam impelemntasi yang kurang memadai sehingga menyebabkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif.
Saran

1. Dalam hal komunikasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Anak Jalanan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Samarinda sebaiknya perlu di tingkatkan lagi dan harus dilaksanakan dengan konsisten dan bertahap agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu mengenai Peraturan Daerah tersebut karena untuk mewujudkan Peraturan Daerah tersebut dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pembinaan dengan cara menyalurkan dana secara langsung ke panti sosial resmi yang berbadan hukum.

2. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah di butuhkan sumberdaya anggaran, dalam hal ini Perlunya anggaran khusus untuk melaksanaan Peraturan Daerah agar dapat berjalan dengan maksimal karena tidak dapat di pungkiri bahwa sumberdaya anggaran sangat di butuhkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, maka sebaiknya Dinas Sosial Kota Samarinda melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Samarinda, swasta maupun  lembaga-lembaga sosial lainnya unutuk dapat membantu pengalokasian dana. Dalam pelaksanaan Perauran Daerah di butuhkan pula sumberdaya sarana dan prasarana yang mendukung agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka Dinas Sosial sebaiknya meminta pengadaan barang kepada pemerintah kota guna menambah sarana dan prasarana seperti CCTV yang belum terpasang di setiap simpang jalan, selain itu juga perlu dilakukannya peremajaan sarana dan prasarana yang ada karena apabila terdapat fasilitas yang rusak maka tentu dapat menghambat kerja dari Dinas Sosial.

3. Dalam hal aturan pelaksanaan kebijakan atau SOP Dinas Sosial sebaiknya disampaikan secara menyeluruh ke semua elemen yang terlibat, baik menyangkut mekanisme, hal teknis, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab diantara pelaku kebijakan agar terjalin hubungan yang lebih harmonis baik itu dari internal Dinas Sosial maupun dengan organisasi pelaksana satu dengan lainnya.

4. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan pengemis dan gelandangan yang membutuhkan peran serta masyarakat dalam mewujudkannya, dalam proses penyampaian informasinya lebih dioptimalkan lagi memalui media massa seperti Koran, media elektronik seperti radio, situs web resmi Dinas Sosial Kota Samarinda, maupun melalui spanduk, baliho dan bagi-bagi stiker dijalan agar dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah tersebut. Diperlukan pengadaan barang sesuai kebutuhan Dinas Sosial agar kedepannya sarana dan prasarana tidak lagi menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan, dan perlu meninjau kembali anggaran pelaksanaan kebijakan dan menjalin kerjasama baik dengan pemerintah kota ataupun dengan swasta agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar.
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